PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 481 22 /8|

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika diperlukan standar baku pelayanan sebagai
pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah tentang Standar Peclayanan Publik di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);

8. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 835);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor
615);

10. Peraturan Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

11. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741):

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kelja Dinas
Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah, meliputi:

1. Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana;

2. Pelayanan Rekomendasi Teknik Pengembangan Aplikasi
OPD;

3. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
4. Pelayanan Kirim Terima Berita;

S. Pelayanan Service Desk JatengProv;

6. Pelayanan HelpDesk Ticketing System.

Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis
layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah akan mecnyusun, menctapkan maklumat pelayanan
sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati
dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi
masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasi-
kan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah menetapkan petugas khusus layanan dan petugas
pengelola pengaduan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2&Maret 2024




